BAB VI
PENUTUP
6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan mengenai pelaksanaan
inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD) Pada Badan Keuangan Daerah

Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pencatatan

Dokumen yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
No. 17 Tahun 2007 Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah dimiliki oleh BAKEUDA NTT, kecuali untuk Ruang Tunggu/Tamu
Kepala BAKEUDA, Ruang Sekretariat dan Ruang Rapat BAKEUDA
yang belum memiliki dokumen yaitu Kartu Inventaris Ruang (KIR).
Selain itu, Kartu Inventaris Barang (KIB) kendaraan untuk pencatatannya
belum diisi secara lengkap yang menyebabkan dokumen tersebut menjadi
kurang jelas.

Dalam tahap pencatatan, beberapa hal juga belum dilaksanakan
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu terlambatnya
penyampaian hasil sensus kepada pengelola setelah selesainya sensus,
tidak dilakukan perhitungan jumlah barang inventarisasi dan

pemutakhiran pada barang inventarisasi, serta tidak dilakukannya
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pemisahan barang berdasarkan kondisi barang baik, rusak ringan, rusak
berat, dan barang yang sudah tidak dapat dipakai lagi.

Tahap pencatatan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17
tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
telah memiliki label kodefikasi oleh BAKEUDA Provinsi NTT, namun
masih terdapat banyak barang yang belum memiliki label kode barang.
Selain itu, ada pula label kode barang yang telah robek sehingga
informasi barang menjadi kurang jelas.

Pencatatan barang milik daerah sesuai dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah, dimana barang rusak ringan masih digabungkan
dengan barang yang masih baik dan beberapa barang seperti kursi kayu,
meja kayu, dan lemari arsip yang belum dilakukan kodefikasi barang.
Pelaksanaan Pelaporan

Dalam tahapan pelaporan, beberapa hal belum dilaksanakan sesuai
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yaitu pada mutasi
barang bertambah atau berkurang yang dicatat tidak tertib pada laporan
mutasi barang, dan menyebabkan Kkesulitan dalam menyampaikan
pelaporan. Pelaksanaan opname fisik pada hasil inventarisasi juga tidak
dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang
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dapat mempengaruhi pelaporan selanjutnya dengan keadaan fisik barang-
barang yang ada.

Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak
melakukan penempelan label registrasi sementara pada beberapa barang
yang telah dihitung dikarenakan letak barang yang sulit dijangkau dan
banyaknya barang inventaris yang ada. Selain itu pemisahan barang
berdasarkan kondisi juga tidak dilakukan, hal ini dibuktikan dari
banyaknya barang inventaris yang sudah rusak digabungkan dengan
barang yang masih baik dan begitupun sebaliknya. Selanjutya,
BAKEUDA NTT tidak melakukan pemutakhiran terhadap seluruh Kartu
Inventaris Ruang dan Kartu Inventaris Barang. Selain itu, penempelan
label permanen juga tidak dilakukan terhadap beberapa barang inventaris
yang membuat barang-barang tersebut sulit untuk dikenali atau

diidentifikasi.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya maka

saran yang diajukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu membuat
dokumen berupa Kartu Inventarisasi Ruang (KIR) Ruang Tunggu/Tamu
Kepala BAKEUDA, Ruang Sekretariat dan Ruang Rapat BAKEUDA
sehingga seluruh BMD yang terdapat didalamnya dapat tercatat dan

teridentifikasi.
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. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur harus
menyampaikan hasil sensus kepada pengelola barang paling lambat 3
(tiga) bulan setelah selesainya sensus agar tidak terjadi penyimpangan
terhadap pelaporan kepada pengelola.

. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu mencatat
secara lengkap seluruh informasi yang terdapat dalam Kartu Inventaris
Barang (KIB) kendaraan sehingga informasi dalam dokumen tersebut
menjadi lebih jelas.

. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan
pelabelan terhadap selurun BMD yang ada dalam lingkungannya, dan
mencari solusi terbaik agar BMD yang letaknya sulit dijangkau seperti air
conditioner dapat pula diberikan label kode barang inventaris.

. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu menambah
ruangan baru sehingga pemisahan BMD, berdasarkan kondisi barang
(barang baik, rusak ringan, dan barang rusak berat) dapat dilakukan
pemisahan sebagaimana yang sesuai dengan peraturan.

. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan
pemutakhiran terhadap seluruh Kartu Inventarisas Ruang & Kartu
Inventaris Barang agar kegiatan rekonsiliasi yang akan dilakukan
didasarkan pada informasi barang yang akuntabel sesuai kenyataan di
lapangan.

. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan

pelaporan BMD Mutasi barang yang bertambah atau berkurang pada
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setiap semester, dicatat secara tertib pada Laporan Mutasi Barang dan
Daftar Mutasi Barang, agar dapat mengetahui jumlah barang pada
pelaporan yang ada.

. Badan Keuangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur perlu melakukan
penyampaian laporan BMD melalui pelaksanaan opname fisik agar dapat
mengetahui kondisi barang yang telah tercatat dengan kondisi fisik yang

ada pada lapangan.
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